BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan pemaparan oleh penulis yang menjadi acuan penelitian pada bab

I, pembahasan teori pada bab II, rangkuman dan penyajian data lapangan pada bab

II1, serta analisis bab IV, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi PMA No. 11 tahun 2007 di Pengadilan Agama Kabupaten Malang
melayani dengan baik terhadap permasalahan perbaikan dan perubahan biodata
akta nikah tersebut. Hal tersebut sesuai dengan suatu sistem Lawrence M
Friedman, yaitu yang membagi sistem hukum atas sub-sub sistem yang terdiri dari
struktur hukum (Zegal struture), substansi hukum (/egal substance), dan budaya
hukum (/egal culture) meskipun permasalahan perbaikan biodata akta nikah bukan
wilayah dari Pengadilan Agama.

2. Analisis maslahah mursalah terkait perubahan dan perbaikan biodata akta nikah di
Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dalam penetapan perubahan biodata akta
nikah Nomor 1035/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg tersebut seharusnya si pemohon tidak
perlu meminta penetapan dari Pengadilan Agama Kab. Malang. Karena
berdasarkan PMA No. 11 tahun 2007 pasal 34 ayat 1 terkait perbaikan biodata
akta nikah, itu hanya mencoret kata yang salah dengan tidak menghilangkan
tulisan salah tersebut, kemudian menulis kembali perbaikannya dengan dibubuhi
paraf oleh PPN dan diberi stempel KUA. Hal tersebut jika ditinjau dari segi
eksistensi maslahat dan ada tidaknya dalil yang langsung mengaturnya maka
termasuk dalam teori Maslahah al-Mursalah (A4 <)) 4sladl)) atau yang juga biasa

disebut Istislah (z>-<isY)), yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan
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dengan tujuan syara’ dalam menetapkan hukum; namun tidak ada petunjuk syara’

yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk syara’ yang menolaknya.



